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Abstract

This study aims to evaluate the financial performance BLUD of Puskesmas in Pekalongan for the
period of 2020-2022, and to assess the impact of the implementation of the Regulation of the Director
General of Treasury No. PER-11/PB/2021. A case study method with a quantitative approach was
used, applying time series and comparative analysis on financial reports from four BLUD
Puskesmas. The evaluation focused on liquidity, efficiency, effectiveness, and financial
independence. The results show that efficiency and financial independence were categorized at the
Predictable level (Level 4), while effectiveness and liquidity remained at the Initial level (Level 1).
These findings indicate progress in financial management maturity; however, significant challenges
remain, particularly in service effectiveness and liquidity management. Therefore, improvements in
financial management systems are recommended to enhance the quality of healthcare services

moving forward.
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1. PENDAHULUAN

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau
Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan, dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi
dan produktivitas (Https://www.bpkp.go.id/,
2023). Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 79 Tahun 2018 menjelaskan bahwa
pengelolaan keuangan pelayanann publik
sebagai pendekatan fleksibel yang
memungkinkan pengelolaan keuangan lebih
efektif untuk  meningkatkan  pelayanan
masyarakat tanpa berorientasi keuntungan.
Salah satu model pengelolaan keuangan ini
adalah Badan Layanan Umum Daerah(BLUD),
yang diterapkan di Puskesmas. Implementasi
BLUD berdampak pada pelaporan dan evaluasi
keuangan, sebagaimana tertuang dalam
laporan keuangan BLUD. Laporan keuangan
memuat data keuangan yang disusun secara
sistematis, mencerminkan latarbelakang dan

urgensi. Laporan dianggap berintegritas jika
relevan, andaldan sesuai prinsip akuntansi, dengan
informasi yang  akurat, jujur, serta bebas
manipulasi, sehingga dapat dimanfaatkan secara
optimal oleh pengguna.(Sari & Rahmawati, 2024).
Untuk menilai performa finansial sebuah
organisasi,  diterapkan  parameter  berupa
rasio(Abdullah et al., 2023).

Kinerja keuangan perusahaan merujuk pada
prospek, peluang pertumbuhan, dan potensi
perkembangan positif yang dapat mendukung
kemajuan organisasi di masa depan (Hasan et al.,
2022). (Asadanie, 2024) menyatakan bahwa
tujuan utama laporan keuangan yaitu sebagai
sajian informasi mengenai kompetensi
perusahaan. Pihak internal serta eksternal
perusahaan menerapkan rasio keuangan untuk
membantu mereka dalam pengambilan keputusan
ekonomi, salah satunya keputusan investasi serta
evaluasi kinerja perusahaan. Akuntan dan analis
memanfaatkan rasio ini untuk mendukung
keputusan ekonomi, seperti investasi dan evaluasi
kinerja. Evaluasi kinerja keuangan pemerintah
daerah dapat dilakukan melalui analisis Laporan
Realisasi Anggaran. Laporan ini juga berperan
dalam penyajian data secara komparatif untuk
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memproyeksikan sumber daya ekonomi yang
mendukung kegiatan pemerintah daerah pada
periode berikutnya (Fitri et al., 2024).
Penilaian Kinerja keuangan penting untuk
meningkatkan operasional organisasi.
Perbaikan ini  diharapkan  mendorong
pertumbuhan keuangan dan daya saing melalui
efisiensi.  Pengukuran kinerja dilakukan
dengan analisis menggunakan indikator atau
standar tertentu (Siregar et al., 2022). Kinerja
keuangan dapat di ukur dengan melihat
realisasi alokasi anggaran pemerintah. Salah
satu cara yang digunakan untuk mengukur
kinerja pemerintahan adalah analisis rasio
keuangan daerah (Rahmadini et al., 2024).
Penelitian olen (Nahdia, Elvira &
Sugiartono, 2023) menunjukkan bahwa
kinerja keuangan RSUD Balung Kabupaten
Jember periode 2017-2021 dinilai ekonomis,
efisien, dan efektif, meski ada perbedaan
capaian tiap tahun. Penelitian lain (Hazar et al.,
2023) pada UPT Puskesmas Ngoro
menemukan bahwa kinerja keuangan yang
awalnya baik mengalami penurunan akibat
pengelolaan aset yang kurang maksimal dan
pengeluaran operasional berlebihan. Penelitian
(Sulastiningsih et al., 2022) pada Puskesmas
Kejajar 1 Wonosobo menunjukkan kinerja
(Abdullah et al., 2023) keuangan masuk dalam
kategori “Sedang” berdasarkan
PerDirJendPerbend PER-36/PB/2016.
Peraturan tersebut juga digunakan dalam studi
oleh  (Yuniastuti, 2022) menggambarkan
peningkatan kinerja keuangan dan pelayanan
RSUD Bendan Kota Pekalongan periode
2016-2020, sedangkan (lrawan et al., 2016)
menunjukkan bahwa Puskesmas BLUD Kota
Pekalongan memiliki  pendapatan  dari
anggaran iuran JKN, dana operasional
kesehatan daerah, dan visitasi pasien, dengan
alokasi pendapatan sebesar 30% untuk jasa
pelayanan dan 70% untuk gaji, operasional,
dan insentif. Sebagai pilot project, puskesmas
di Kota Pekalongan memulai penerapan BLUD
mandiri pada 2020 guna meningkatkan layanan
primer. Kajian menunjukkan bahwa terdapat
variasi dalam capaian kinerja keuangan dan
pelayanan di berbagai fasilitas kesehatan.
Beberapa fasilitas menunjukkan kinerja
keuangan baik, sementara lainnya menghadapi

tantangan, seperti defisit akibat pengeluaran
operasional berlebihan. Efisiensi dan efektivitas
dalam penggunaan anggaran menjadi faktor
penting. Namun, efisiensi tidak selalu diiringi

efektivitas dalam pelayanan. Dengan
ditetapkannya Peraturan  Direktur Jenderal
Perbendaharaan No.PER-11/PB-2021, belum

semua puskesmas di Kota Pekalongan melakukan
evaluasi keuangan BLUD sesuai aturan ini.
Peraturan tersebut mengatur evaluasi tingkat
kesehatan keuangan BLUD berdasarkan indikator
likuiditas, efisiensi, efektivitas, dan kemandirian
dengan menggunakan laporan keuangan sebagai
dasar perhitungan. Pentingnya pengelolaan
keuangan yang hati-hati pada BLUD Puskesmas
menjadi fokus utama untuk mendukung realisasi
pendapatan, mempertahankan saldo kas yang
sehat, dan memastikan kelangsungan pelayanan
kesehatan berkualitas. Di Kota Pekalongan,
seluruh puskesmas mulai menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD secara
holding pada 2013 dan mandiri pada 2020.
Namun, pelaporan dan evaluasi kinerja keuangan
belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan
Direktur  Jenderal Perbendaharaan tentang
Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan
Umum Bidang Kesehatan, sehingga diperlukan
analisis lebih lanjut untuk memahami kondisi
keuangan dan strategi pengelolaannya. Penelitian
ini bertujuan menganalisis likuiditas, efisiensi,
efektivitas, dan kemandirian keuangan
berdasarkan Peraturan yang terbaru yaitu
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.
PER-11/PB-2021. Selain itu, penelitian ini juga
mengevaluasi perbedaan kinerja keuangan antar
puskesmas, transparansi, dan  efektivitas
pengelolaan danaPuskesmas sebagai fasilitas
kesehatan tingkat pertama memiliki fokus utama
pada pencegahan dan pengembangan kesehatan
masyarakat di wilayahnya sesuai Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 43Tahun 2019.

2. METODE PENELITIAN

Obyek penelitian ini adalah 4 (empat)
Puskesmas rawat inap di Kota Pekalongan yaitu
Puskesmas Bendan, Puskesmas Sokorejo,
Puskesmas Pekalongan Selatan dan Puskesmas
Kusuma Bangsa. Pilihan terbatas pada 4
puskesmas dengan fasilitas rawat inap karena
beberapa alasan yaitu Puskesmas dengan rawat
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inap dapat menangani  kasus  yang
membutuhkan perawatan lebih intensif, fokus
pada puskesmas rawat inap membantu
pengelolaan sumber daya yang lebih efektif,
menghindari duplikasi layanan, Puskesmas
dengan rawat inap mampu menangani kasus
darurat dan observasi pasien yang memerlukan
perawatan lebih lama, memusatkan perhatian
pada puskesmas dengan fasilitas rawat inap
memungkinkan peningkatan kualitas layanan
yang lebih maksimal. Dengan demikian,
pembatasan pada puskesmas rawat inap lebih
mengutamakan  efisiensi, kapasitas, dan
kualitas layanan. Penulis memilih jenis
penelitian studi kasus dengan jenis data panel
yaitu data yang menggabungkan dua bagian
jenis data yaitu time series dengan data cross
section selama tiga tahun 2020 sampai 2022.
Artinya, data panel melibatkan pengamatan
yang sama pada beberapa individu, entitas,
atau unit (misalnya, perusahaan, organisasi,
atau negara) yang diukur berulang kali pada
periode  waktu tertentu.  Keuntungan
menggunakan data panel adalah
kemampuannya untuk menangani variasi antar
indikator  (cross-section) dan dinamika
perubahan dalam waktu (time series), yang
memungkinkan analisis yang lebih mendalam
dan akurat. Data cross-section adalah jenis data
yang dikumpulkan pada satu titik waktu atau
dalam periode waktu yang sangat singkat
(contohnya adalah laporan keuangan tahunan
perusahaan atau organisasi).Sumber data
dalam penelitian ini adalah laporan keuangan
Badan Layanan Umum Daerah(BLUD)
Puskesmas di Pekalongan dengan metode
pengumpulan data yang digunakan yaitu
menggunakan data  sekunder, yaitu
pengumpulan data yang sudah ada
sebelumnya, yang dikumpulkan oleh pihak lain
untuk tujuan lain. Sedangkan dalam metode
analisis data studi ini menerapkan analisis
kuantitatif Time series Analysis dan
Comparative Analysis. Time Series Analysis
adalah pendekatan untuk menganalisis data
yang terorganisir berdasarkan urutan waktu,
dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola
atau tren vyang berulang serta untuk
meramalkan nilai yang akan datang.
Sedangkan Comparative Analysis adalah

metode untuk membandingkan beberapa objek
atau variabel guna mengevaluasi perbedaan dan
kesamaan di antara mereka, sering digunakan
untuk menilai hasil atau kinerja yang berbeda.
Likuiditas

Studi-studi  terdahulu  mengindikasikan
bahwa aspek likuiditas memiliki peran yang
penting dalam mengevaluasi kestabilan serta
kesinambungan keuangan pada institusi layanan
publik, termasuk Puskesmas yang menerapkan
pola pengelolaan keuangan BLUD. Indikator ini
terbukti mampu mengidentifikasi risiko keuangan
serta menilai efektivitas pengelolaan kas, sehingga
menjadi elemen krusial dalam penilaian kinerja
keuangan secara menyeluruh. Rumus yang
digunakan dalam menghitung likuiditas adalah
rasio lancar dan rasio optimalisasi kas.Rumus
yang digunakan dalam menghitung likuiditas
adalah rasio lancar dan rasio optimalisasi kas.
Rasio ini mencerminkan kemampuan organisasi
dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendek
dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia
(Primasatya & Arliana, 2024).

. aset lancar
Rasio lancar =

kewajiban jangka pendek
Rasio optimalisasi kas=
Pendapatan Investasi Jangka Pendek

Saldo rekening Operasional+Pengelolaan kas

Tabel 1. Ukuran Indikator Likuiditas
Aspek KeuanganoL.ikuiditas

Kelasmmaturitas  Kriteriaiindikator

tingkat 1Initial Deviasiirasio lancar dan rasio
optimalisasiokas sebesar > 0,6, dengan tren
penilaian indikator menunjukkan

penurunan selama tiga tahun terakhir.

tingkat 2 Managed  Deviasi rasio lancar berada pada rentang
0,4i> x > 0,2, dan rasio optimalisasi kas
pada rentang 0,6i>ixi>i 0,2 dariitarget,
dengan trenopenilaianoindikatorotetap
stabil dalamotiga tahun terakhir.

Deviasi rasio lancar dan rasio optimalisasi
kas berada pada rentang 0,4>x>0,2
dariotarget, denganotren
penilaianoindikatoromengalami
peningkatan selama tiga tahun terakhir.
Deviasi rasio lancar dan rasio optimalisasi
kas kurang dari 0,2odariotarget, dengan
trenppenilaianoindikator meningkat secara
signifikanodalam tiga tahun terakhir.

Nilai target rasio optimalisasi kas dan rasio
lancar
ditetapkanoolehoDirekturoPembinaan
oPengelolaan  KeuanganoBLU, dengan
trenopenilaian iindikator tetap pstabil pada
ocapaianotargetoideal selama tiga tahun
terakhir.

tingkat 3 Defined

tingkat 4
Predicatable

tingkat 5
Optimizing

Sumber:PerDirJendPerbendaharaanNomor Per —11/PB/2021
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Efisiensi

Efisiensi memiliki peran yang sangat
relevan dalam penelitian sebelumnya terkait
dengan evaluasi keuangan Puskesmas BLUD,
karena indikator ini mengukur seberapa baik
Puskesmas dalam menggunakan sumber daya
yang ada secara optimal dan hemat biaya.
Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa
efisiensi sangat penting dalam menilai
kemampuan Puskesmas dalam mengelola
anggaran  secara  efektif,  mengurangi
pemborosan, dan memastikan bahwa setiap
dana yang diterima digunakan dengan cara

yang paling efisien untuk mendukung
operasional dan pelayanan kesehatan.
Puskesmas yang efisien dapat
memberikan layanan berkualitas dengan
pengeluaran yang terkontrol, serta

memaksimalkan pemanfaatan sumber daya
tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Oleh
karena itu, efisiensi menjadi indikator yang
efektif dalam mengevaluasi kinerja keuangan
Puskesmas BLUD, karena menunjukkan
sejauh mana anggaran yang tersedia digunakan
secara optimal untuk mencapai tujuan layanan
kesehatan.Efisiensi diukur menggunakan rasio
Pendapatan Operasional terhadap Beban
Operasional (POBO) secara berkelanjutan dan
dengan pencapaian target yang ditetapkan.
Tujuan evaluasi efisiensi adalah untuk menilai
sejauh mana BLU mampu mengelola biaya
secara efektif dalam menghasilkan layanan,
yang terlihat dari pendapatan operasionalnya.
Output BLU (Pendapatan Operasional)
POBO =
Input BLU (Total Beban)

Tabel 2.Ukuran Indikator Efisiensi

Aspek Keuangan Efisiensi

Kelas maturitas
tingkat 1 Initial

Kriteria indikator

Deviasi POBO mencapai > 0,6,
dengan tren indikator
menunjukkan penurunan
selama tiga tahun terakhir.
Deviasi POBO berada dalam
rentang 0,6>x>0,4dari target,
dengan tren indikator yang
stabil dalam  tiga tahun
terakhir.

Deviasi POBO berada dalam
rentang 0,4>x>0,2 dari target,
dengan tren indikator
menunjukkan peningkatan
selama tiga tahun terakhir.
Deviasi POBO kurang dari
0,2dari target, dengan
tren indikator meningkat

tingkat 2 Managed

tingkat 3 Defined

tingkat 4 Predicatable

secara signifikan dalam tiga
tahun terakhir.

Target POBO  ditentukan
oleh Direktur Pembinaan
Pengelolaan Keuangan BLU,
dengan tren indikator tetap
stabil pada capaian ideal
selama tiga tahun terakhir.

tingkat 5 Optimizing

Sumber:PerDirJendPerbendaharaanNomor Per —11/PB/2021

Efektivitas

Efektivitas memiliki peran yang penting
dalam mengevaluasi keuangan Puskesmas BLUD.
Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh
mana Puskesmas dapat mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan  dengan
memanfaatkan anggaran dan sumber daya yang
tersedia. Efektivitas tidak hanya menunjukkan
apakah layanan kesehatan yang diberikan
memenuhi standar, tetapi juga apakah penggunaan
dana dan sumber daya yang ada telah
menghasilkan hasil yang optimal.

Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa
efektivitas adalah alat yang efektif untuk menilai
kinerja keuangan Puskesmas BLUD, karena
mampu  menggambarkan  seberapa  baik
pengelolaan anggaran dalam mencapai tujuan
layanan kesehatan yang telah direncanakan.
Dengan demikian, indikator efektivitas menjadi
kunci dalam menilai keberhasilan pengelolaan
keuangan Puskesmas, karena mencerminkan
efisiensi penggunaan dana dalam mencapai tujuan
layanan yang maksimal. Efektivitas berfokus pada
hasil atau hasil ketika ilmu ekonomi berfokus pada
masukan dan efisiensi berfokus pada keluaran
atauproses. Menurut Indrayani & Khairunnisa
(2018) dalam (Putra et al., 2024) rasio efektivitas
menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah
menghasilkan pendapatan yang direncanakan

dibandingkan dengan anggaran yang telah
ditetapkan.Imbalan atas aset dan ekuitas
berkelanjutan  digunakan untuk menghitung

indikator efektivitas dan mencapai tujuan.
Imbalan atas asset (ROA)

Surplus atau Defisit sebelum Pos Keuntungan/Kerugian
Total Asset

x100

Imbalan atas ekuitas (ROE)
Surplus atau Defisit sebelum Pos Keuntungan/Kerugian %100
Total Ekuitas
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Tabel 3. Ukuran Indikator Efektivitas

Aspek Keuangan Efektivitas

Kelas maturitas Kriteria indikator

Deviasi rasio imbalan atas aset dan
ekuitas sebesar > 0,6, dengan tren
penilaian indikator menunjukkan
penurunan dalam tiga tahun
terakhir.

Deviasi rasio imbalan atas aset dan
ekuitas berada pada rentang
0,6>x>0,4dari target, sementara
tren penilaian indikator tetap
stabil dalam tiga tahun terakhir.
Deviasi rasio imbalan atas aset dan
ekuitas berada pada rentang
0,4>x>0,2dari target, dengan
tren penilaian

tingkat 1 Initial

tingkat 2 Managed

tingkat 3 Defined

berkelanjutan tanpa bergantung pada sumber dana
eksternal. Penilaian tingkat kemandirian BLUD
bertujuan untuk mengukur sejauh mana belanja
BLUD bergantung pada rupiah murni (RM) yang
bersumber dari APBN. Semakin mendekati 100%,
maka tingkat ketergantungan BLUD terhadap RM
semakin kecil. Sebaliknya, semakin jauh dari
100% menandakan bahwa ketergantungan BLUD
terhadap RM masih tinggi.

Total Pendapatan LRA
Total Belanja LRA

Tingkat kemandirian= x100%

Tabel 4. Ukuran Indikator tingkat Kemandirian

Aspek Keuangan Tingkat Kemandirian

indikator mengalami peningkatan Kele}s Kriteria indikator
selama tiga tahun terakhir. maturitas
tingkat 4 Deviasi rasio imbalan atas aset dan tingkat Deviasi tingkat  kemandirian ~ minimal
Predicatable ekuitas kurang dari 0,2dari target, Linitial 0,6dari target dengan
disertai  tren penilaian indikator tren penilaian indikator yang Kkonsisten
yang meningkat secara mencapai angka target ideal dalam tiga tahun
signifikan dalam  tiga  tahun terakhir.
terakhir. tingkat 2 Deviasi tingkat kemandirian berada pada
tingkat 5 Optimizing ~ Adapun nilai target untuk imbalan Managed rentang 0,6>x>0,4 dari target, sementara
atas aset dan ekuitas tren penilaian indikator tetap stabil di
ditentukan oleh Direktur Pembin angka capaian target ideal selama tiga tahun
aan pengelolaan Keuangan BLU, terakhir.
dengan  tren indikator  tetap tingkat 3 Deviasi tingkat kemandirian berada pada
stabil pada capaian ideal selama Defined rentang 0,4>x>0,2 dari target dengan
tiga tahun terakhir.. tren penilaian indikator yang terus
Sumber:PerDirJendPerbendaharaanNomor Per —11/PB/2021 mempertahankan angka capaian target ideal
. .. dalam tiga tahun terakhir.
ngkat Kemandirian tingkat 4 Deviasi tingkat kemandirian kurang dari

Kemandirian memiliki peran penting
terkait evaluasi keuangan Puskesmas BLUD,
karena indikator ini menilai sejauh mana
Puskesmas dapat mengelola keuangannya
secara mandiri tanpa bergantung pada dana
dari pemerintah pusat atau daerah. Penelitian
sebelumnya menunjukkan bahwa kemandirian
keuangan merupakan faktor utama dalam
mengukur kemampuan Puskesmas untuk
menjalankan operasionalnya secara otonom,
dengan memanfaatkan sumber daya dan
pendapatan yang diperoleh secara internal.

Puskesmas yang memiliki kemandirian
finansial dapat mengurangi ketergantungan
pada anggaran pemerintah, yang memberi
mereka fleksibilitas lebih dalam mengelola
dana dan meningkatkan pelayanan. Oleh
karena itu, kemandirian keuangan terbukti
efektif sebagai indikator dalam mengevaluasi
kinerja keuangan Puskesmas BLUD, karena
menunjukkan sejauh mana Puskesmas dapat
mempertahankan operasionalnya dan
memberikan  pelayanan kesehatan yang

Predicatable  0,2dari target, dengan
tren penilaian indikator tetap berada pada

angka capaian target ideal dalam tiga tahun

terakhir.

tingkat 5 Untuk

Optimizing tingkat kemandirian, nilai target ditetapka
n oleh
Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuanga
n BLU, dengan

tren penilaian indikator yang stabil
pada capaian target ideal dalam kurun
waktu tiga tahun.

Sumber:PerDirJendPerbendaharaanNomor Per —11/PB/2021

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan analisis data yang ada, Studi ini
bertujuan memberikan gambaran komprehensif
mengenai kondisi keuangan BLUD Puskesmas di
Kota Pekalongan, khususnya dalam mengatasi
tantangan transisi dari model holding ke mandiri,
serta menyusun strategi untuk meningkatkan
kemandirian keuangan dan kualitas layanan
dengan cara menganalisis likuiditas, efisiensi,
efektivitas dan kemandirian keuangan Puskesmas
berdasarkan  Peraturan  Direktur  Jenderal
Perbendaharaan No. PER-11/PB-2021.
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Pada penilaian aspek likuiditas atau
kematangan organisasi, rasio Optimalisasi Kas
tidak dapat dihitung karena untuk seluruh
Puskesmas di Kota Pekalongan tidak terdapat
pendapatan investasi jangka pendek, sehingga
hasil penelitian di aspek likuiditas ini berfokus
pada rasio lancar. Jika dalam laporan keuangan
Puskesmas hanya dihitung rasio lancarnya saja,
tanpa mempertimbangkan rasio optimalisasi
kas seperti yang tercantum dalam Perdirjend
perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2021, ada
beberapa dampak yang bisa terjadi yaitu (1)
Gambaran Kesehatan Keuangan Tidak
Lengkap karena rasio likuiditas yang optimal,
menurut pedoman tersebut, mencakup dua
indikator: rasio lancar dan rasio optimalisasi
kas. Menghitung hanya rasio lancar bisa
memberikan ~ gambaran  yang  Kkurang
komprehensif mengenai posisi  keuangan
Puskesmas, khususnya dalam hal pengelolaan
kas. Rasio lancar mengukur kemampuan
Puskesmas untuk memenuhi kewajiban jangka
pendek, namun rasio optimalisasi kas
memberikan informasi tambahan tentang
seberapa efisien kas dikelola dan digunakan
dalam operasional sehari-hari. (2) Adanya
risiko bahwa Puskesmas mengelola kas dengan
kurang  efisien atau  bahkan  tidak
mengoptimalkan penggunaan kas yang ada.
Ini bisa mengarah pada pemborosan atau
ketidakseimbangan dalam arus kas, meskipun
rasio lancar menunjukkan keadaan keuangan
yang tampak sehat. (3) Jika rasio optimalisasi
kas seharusnya diperhitungkan tetapi tidak
dilakukan, maka pengelolaan keuangan yang
dilakukan oleh Puskesmas tidak sepenuhnya
sesuai dengan pedoman yang ada, yang bisa
mempengaruhi akurasi analisis dan keputusan
terkait anggaran dan alokasi sumber daya. (4)
Tanpa memperhitungkan rasio optimalisasi
kas, Puskesmas mungkin  menghadapi
kesulitan dalam memaksimalkan potensi
pendapatan dan penggunaan dana yang ada
untuk mencapai tujuan jangka panjangnya.
Rasio lancar mungkin menunjukkan cukupnya
likuiditas dalam jangka pendek, namun tanpa
pengelolaan kas yang tepat, Puskesmas bisa
menghadapi masalah dalam kelangsungan
operasional atau pengembangan. Untuk
memperbaiki berbagai dampak tersebut maka

Puskesmas bisa mempertimbangkan untuk
menyusun laporan keuangan yang lebih lengkap
dengan memasukkan rasio optimalisasi kas atau
merujuk pada pedoman yang relevan dalam
perhitungan rasio likuiditas.

Tabel 5. Hasil Perhitungan Rasio Likuiditas
Puskesmas Kota Pekalongan

Ra Tingk
Puskesmas Uraian 20 20 20 ta De\." at
20 21 22 - asi Matur
rat itas
a
Rasio 54 48 47 Define
Bendan Lancar 1 7 2 5,0 0,4 d
Rasio
Sokorejo Lancar 71 22 24 39 2,8 Initial
Kusuma Rasio 10,
Bangsa Lancar 9 25 50 6,1 4,3 Initial
Pekalongan Rasio
Selatan Lancar 6,1 40 53 51 11 Initial

Sumber : Data Olahan Penelitian Evaluasi Kinerja BLUD
Puskesmas dikota Pekalongan, th 2024

Hasil perhitungan rasio lancar menunjukkan
bahwa Puskesmas Bendan dalam hal likuiditas
memenuhi kriteria Defined (level 3), menurut
peraturan PER-11/PB/2021. Kriteria indikator
untuk rasio lancar adalah deviasi Nilai x berada
dalam rentang antara 0,2 hingga 0,4 dari target,
dengan tren indikator yang menunjukkan
peningkatan selama periode 3 tahun. Tingkatan
Defined berarti bahwa organisasi mampu
mendokumentasikan ~ kegiatan  rutin  yang
dilakukan sesuai prosedur standar. Proses-proses

ini didokumentasikan dan dikomunikasikan
dengan jelas.

Hasil perhitungan rasio lancar untuk
Puskesmas Sokorejo, Puskesmas Kusuma
Bangsa,danPuskesmas  Pekalongan  Selatan

menurut PER-11/PB/2021 jika kriteria indikator
adalah terdapat deviasi rasio lancar lebih dari 0,6
dari target, diikuti dengan penurunan tren
indikator penilaian selama tiga tahun terakhir.
maka Puskesmas Sokorejo, Puskesmas Kusuma
Bangsa dan Puskesmas Pekalongan Selatan dalam
hal likuiditas masuk dalam kriteria Initial (level
1). Level 1 Initial berarti puskesmas — puskesmas
tersebut masih berada pada tahap permulaan,
mencerminkan pengelolaan keuangan yang masih
tidak terstruktur dan bersifat ad-hoc. Hal ini
disebabkan oleh minimnya sistem pengelolaan
yang jelas, keterbatasan sumber daya manusia dan
teknologi, serta perencanaan keuangan yang
belum teratur. Selain itu, kurangnya pengukuran
dan evaluasi kinerja keuangan secara rutin, serta
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budaya organisasi yang lebih fokus pada
penanganan  masalah  mendesak, turut
mempengaruhi ketidakteraturan ini. Untuk
meningkatkan keadaan tersebut, Puskesmas
perlu mengembangkan sistem yang lebih
terorganisir dan mendukung perencanaan
jangka panjang.

Tabel 6. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi
Puskesmas Kota Pekalongan

ketidakpastian, memastikan hasil yang konsisten,
serta meningkatkan kepercayaan publik dan
keberlanjutan operasional.

Tabel 7. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas
Puskesmas Kota Pekalongan

20 20 20 at Dev Ting
20 21 22 a- iasi kat
ra Matu
ta ritas

Puskesmas Uraian

- e Imbalan 0 0
Uraia 202 202 202 Rata- Devia Tingkat ! . -
Puskesmas n 0 1 2 rata_ si Maturitas Bendan ':‘Stgts 1,406 054 (113 % 0é7 |n||t|a
POB Imbalan 0, 0, .
Bendan O 081010 09 012 Predicatable atas. 1668 04 03 %’ 0119 'n'|"a
POB Ekuitas 7 5
Sokorejo o 0,6 09 0,9 0,8 0,17  Predicatable
Imbalan 0. 0 o 09 inita
POB Sokorejo Atas 1674 10 03 ' i
KusumaBangsa "5 5 09 10 09 011 Predicatable aset 7 4 & 3 :
Pekalongan POB Imbalan 0, 0, 0, 1,0 initia
Selatan O 070910 09 014 Predicatable E‘Ejitas 1,820 101 053 7 1 |
Sumber : Data Olahan Penelitian Evaluasi Kinerja BLUD
Puskesmas dikota Pekalongan, th 2024 Imbalan 0 0
; ) ) ) Kusuma Atas 1618 12 0‘" 0, 0,8 initia
Hasil perhitungan rasio POBO sesuai Bangsa J : G 3 6 9 [
tabel 6 untuk Puskesmas Bendan, Puskesmas Imbalan 0, 0, o o0 inia
Sokorejo, Puskesmas Kusuma Bangsa dan g o LPEOLZ0 g s
Puskesmas Pekalongan Selatan menurut
PER11/PB/2021 jika kriteria indikator terdapat ~ Pekalongan o2 o o & 0 o 09 inita
deviasi POBO berada di bawah 0,2 dari target, 5" aset 6 9 & T |
P - Imbal 0, O -
dengan tren indikator penilaian yang ae | 1e83 05 o 0 11 inita
Ekuitas 7 9

mengalami kenaikan signifikan dalam tiga
tahun terakhir, maka keempat Puskesmas
tersebut dalam indikator penilaian efisiensi
masuk dalam kategori Predicatable (level 4)

hal itu  berarti bahwa  Organisasi
mendefinisikan, mengendalikan, dan
memprediksi  proses untuk  memastikan

kualitas dan output yang diterima publik,
dengan memantau dan mengukur setiap proses
yang dilakukan. Beberapa faktor yang
mendukung pencapaian level Predictable
adalah fondasi manajemen dan operasional
yang kokoh. Organisasi telah mengembangkan
dan menerapkan SOP secara konsisten.
Penggunaan teknologi yang tepat membantu
mengotomatisasi dan memantau proses secara
real-time, meningkatkan akurasi dan efisiensi.
Budaya perbaikan berkelanjutan mendorong
karyawan untuk berkolaborasi,
menyempurnakan proses, dan berinovasi.
Pengendalian risiko yang efektif
memungkinkan organisasi mengidentifikasi
dan mengelola risiko dengan baik. Dengan ini,
organisasi mampu meminimalkan

Sumber : Data Olahan Penelitian Evaluasi Kinerja BLUD
Puskesmas dikota Pekalongan, th 2024

Hasil perhitungan rasio efektivitas yang
dilihat dari rasio imbalan atas aset dan rasio
imbalan atas ekuitas pada Puskesmas Bendan,
Puskesmas Sokorejo, Puskesmas Kusuma Bangsa
dan Puskesmas Pekalongan Selatan dimana
didalam PER-11/PB/2021 jika kriteria indikator
menunjukkan deviasi rasio imbalan atas aset
melebihi 0,6 dari target, dan deviasi rasio imbalan
atas ekuitas juga lebih dari 0,6 dari target, maka
keempat puskesmas tersebut dalam aspek
Efektivitas masuk dalam kategori maturitas initial
(level 1), sebab Kkegiatan Puskesmas yang
digunakan sebagai dasar pengukuran maturitas
masih bersifat tidak teratur dan ad-hoc, karena
masih berada pada tahap permulaan. Ada
beberapa penyebab yang memicu kondisi ini.
Pertama, keterbatasan sumber daya seperti tenaga
ahli, teknologi, dan dukungan anggaran dapat
menghambat pengembangan sistem yang lebih
stabil. Kedua, tidak adanya kerangka kerja atau
prosedur yang jelas untuk mengarahkan kegiatan
operasional membuat proses berjalan kurang
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terkoordinir.  Ketiga, pergeseran  fokus
manajemen dari prioritas jangka panjang ke
kebutuhan yang mendesak bisa menunda
penerapan  kebijakan  yang terstruktur.
Terakhir, budaya organisasi mungkin belum
mendukung  praktik  manajemen  yang
terencana dan sistematis, sehingga peningkatan
kesadaran dan kemampuan dalam perencanaan
strategis masih dibutuhkan. Untuk mencapai
tingkat maturitas yang lebih tinggi, Puskesmas
harus memperkuat sistem manajemen internal,
menyusun prosedur standar, dan membangun
budaya kerja yang lebih terorganisir.

Tabel 8. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian
Puskesmas Kota Pekalongan

2 2 2 Ting
Puskes Uraian 0 0 0 R‘:na 3; kat
mas 2 2 2 - Matu
0 1 2 rata sl ritas
Tingkat 1, 0, O Predi
Kemandir 0 9 9 0,0 catab
Bendan ian 7 9 9 1,0 5 le
Tingkat 0, 1, 1, Predi
Kemandir 9 0 0 0,0 catab
Sokorejo ian 3 4 5 1,0 7 le
Tingkat 1, 1, 1, Predi
Kusuma Kemandir 0 0 0 0,0 catab
Bangsa ian 1 4 0 1,0 3 le
Pekalong  Tingkat 0, 1, 1, Predi
an Kemandir 9 0 0 0,0 catab
Selatan ian 9 5 1 1,0 3 le

Sumber : Data Olahan Penelitian Evaluasi Kinerja BLUD
Puskesmas dikota Pekalongan, th 2024

Jika dilihat dari tabel 8 diatas hasil
perhitungan  rasio  Kemandirian  untuk
Puskesmas Bendan, Puskesmas Sokorejo,
Puskesmas Kusuma Bangsa dan Puskesmas
Pekalongan Selatan sesuai peraturan PER-
11/PB/2021 jika kriteria indikator Deviasi
tingkat kemandirian kurang dari 0,2 dari target,
dengan tren penilaian indikator yang
menunjukkan peningkatan signifikan selama
tiga tahun terakhir, maka keempat puskesmas
tersebut masuk dalam kategori Predicatable
(level 4) hal itu berarti bahwa Organisasi dapat
mendefinisikan, mengendalikan, dan
memprediksi proses untuk menghasilkan
kualitas dan output yang diberikan kepada
publik, dengan proses yang dipantau dan
diukur secara teratur. Pencapaian level ini
disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama,
puskesmas-puskesmas tersebut telah
menerapkan kebijakan manajemen keuangan
yang kuat untuk mendukung kemandirian
finansial serta mengurangi ketergantungan
pada sumber dana eksternal. Kedua, mereka

sudah mengadopsi praktik tata kelola yang baik,
dengan pengendalian internal yang efektif dan
pemantauan rutin. Ketiga, tren peningkatan
kinerja selama tiga tahun menunjukkan adanya
perbaikan terus-menerus dalam proses manajerial,
seperti optimalisasi penggunaan sumber daya,
peningkatan pendapatan dari layanan, atau
pengendalian pengeluaran yang lebih ketat. Selain
itu, pemenuhan indikator Predicatable
menandakan bahwa puskesmas-puskesmas ini
telah memiliki sistem aplikasi internal yang
memungkinkan respon cepat terhadap perubahan
dalam lingkungan operasional dan memastikan
peningkatan pelayanan kesehatan. Pemantauan
dan  pengukuran yang rutin  dilakukan
memungkinkan manajemen untuk memprediksi
hasil jangka panjang dan mengurangi risiko
operasional yang dapat mengancam stabilitas
layanan. Secara keseluruhan, dengan mematuhi
kriteria indikator yang ditetapkan dalam PER-
11/PB/2021 dan menjaga deviasi di bawah 0.2,
puskesmas-puskesmas ini menunjukkan
kematangan dalam manajemen keuangan dan
operasional. Hal ini menjadikan mereka masuk ke
dalam kategori Predictable, yang mencerminkan
stabilitas dan keandalan dalam menyediakan
layanan kepada masyarakat.

PEMBAHASAN

Hasil perhitungan rasio lancar menunjukkan
bahwa Puskesmas Bendan dalam hal likuiditas
memenuhi kriteria Defined (level 3), menurut
peraturan PER-11/PB/2021. Tingkatan Defined
berarti bahwa organisasi mampu
mendokumentasikan ~ kegiatan  rutin  yang
dilakukan sesuai prosedur standar. Proses-proses
ini didokumentasikan dan dikomunikasikan
dengan jelas.

Hasil perhitungan rasio lancar Puskesmas
Sokorejo, Puskesmas Kusuma Bangsa dan
Puskesmas  Pekalongan  Selatandalam  hal
likuiditas masuk dalam kriteria Initial (level 1).
Level 1 Initial berarti puskesmas — puskesmas
tersebut masih berada pada tahap permulaan,
mencerminkan pengelolaan keuangan yang masih
tidak terstruktur dan bersifat ad-hoc. Hal ini
disebabkan oleh minimnya sistem pengelolaan
yang jelas, keterbatasan sumber daya manusia dan
teknologi, serta perencanaan keuangan yang
belum teratur. Selain itu, kurangnya pengukuran
dan evaluasi kinerja keuangan secara rutin, serta
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budaya organisasi yang lebih fokus pada
penanganan  masalah  mendesak, turut
mempengaruhi ketidakteraturan ini. Untuk
meningkatkan keadaan tersebut, Puskesmas
perlu mengembangkan sistem yang lebih
terorganisir dan mendukung perencanaan
jangka panjang.

Hasil perhitungan rasio POBO untuk
Puskesmas Bendan, Puskesmas Sokorejo,
Puskesmas Kusuma Bangsa dan Puskesmas
Pekalongan Selatan menurut PER11/PB/2021
dalam indikator penilaian efisiensi masuk
dalam kategori Predicatable (level 4) hal itu
berarti bahwa Organisasi mendefinisikan,
mengendalikan, dan memprediksi proses untuk
memastikan kualitas dan output yang diterima
publik, dengan memantau dan mengukur setiap
proses yang dilakukan. Beberapa faktor yang
mendukung pencapaian level Predictable
adalah fondasi manajemen dan operasional
yang kokoh. Organisasi telah mengembangkan
dan menerapkan SOP secara konsisten.
Penggunaan teknologi yang tepat membantu
mengotomatisasi dan memantau proses secara
real-time, meningkatkan akurasi dan efisiensi.
Budaya perbaikan berkelanjutan mendorong
karyawan untuk berkolaborasi,
menyempurnakan proses, dan berinovasi.
Pengendalian risiko yang efektif
memungkinkan organisasi mengidentifikasi
dan mengelola risiko dengan baik. Dengan ini,
organisasi mampu meminimalkan
ketidakpastian, memastikan  hasil  yang
konsisten, serta meningkatkan kepercayaan
publik  dan  keberlanjutan  operasional.
Selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan
rasio efektivitas yang dilihat dari rasio imbalan
atas aset dan rasio imbalan atas ekuitas pada
Puskesmas Bendan, Puskesmas Sokorejo,
Puskesmas Kusuma Bangsa dan Puskesmas
Pekalongan Selatandimana didalam PER-
11/PB/2021 dalam aspek Efektivitas masuk
dalam kategori maturitas initial (level 1), sebab
kegiatan Puskesmas yang digunakan sebagai
dasar pengukuran maturitas masih bersifat
tidak teratur dan ad-hoc, karena masih berada
pada tahap permulaan. Ada beberapa penyebab
yang memicu  kondisi ini.  Pertama,
keterbatasan sumber daya seperti tenaga ahli,
teknologi, dan dukungan anggaran dapat

menghambat pengembangan sistem yang lebih
stabil. Kedua, tidak adanya kerangka kerja atau
prosedur yang jelas untuk mengarahkan kegiatan
operasional membuat proses berjalan kurang
terkoordinir. Ketiga, pergeseran fokus manajemen
dari prioritas jangka panjang ke kebutuhan yang
mendesak bisa menunda penerapan kebijakan
yang terstruktur. Terakhir, budaya organisasi
mungkin belum mendukung praktik manajemen
yang terencana dan sistematis, sehingga
peningkatan kesadaran dan kemampuan dalam
perencanaan strategis masih dibutuhkan. Untuk
mencapai tingkat maturitas yang lebih tinggi,
Puskesmas harus memperkuat sistem manajemen
internal, menyusun prosedur standar, dan
membangun budaya kerja yang lebih terorganisir.

Kemudian hasil perhitungan  rasio
Kemandirian ~ untuk  Puskesmas  Bendan,
Puskesmas Sokorejo, Puskesmas Kusuma Bangsa
dan Puskesmas Pekalongan dengan
trenpenilaianindikator yang menunjukkan
peningkatan signifikan selama tiga tahun terakhir,
maka keempat puskesmas tersebut masuk dalam
kategori Predicatable (level 4) hal itu berarti
bahwa Organisasi dapat  mendefinisikan,
mengendalikan, dan memprediksi proses untuk
menghasilkan kualitas dan output yang diberikan
kepada publik, dengan proses yang dipantau dan
diukur secara teratur. Pencapaian level ini
disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama,
puskesmas-puskesmas tersebut telah menerapkan
kebijakan manajemen keuangan yang kuat untuk
mendukung  kemandirian  finansial ~ serta
mengurangi ketergantungan pada sumber dana

eksternal. Kedua, mereka sudah mengadopsi
praktik tata kelola yang baik, dengan
pengendalian internal yang efektif dan

pemantauan rutin. Ketiga, tren peningkatankinerja
selama tiga tahun menunjukkan adanya perbaikan
terus-menerus dalam proses manajerial, seperti
optimalisasi penggunaan  sumber  daya,
peningkatan pendapatan dari layanan, atau
pengendalian pengeluaran yang lebih ketat. Selain
itu,  pemenuhan  indikator  Predicatable
menandakan bahwa puskesmas-puskesmas ini
telah memiliki sistem aplikasi internal yang
memungkinkan respon cepat terhadap perubahan
dalam lingkungan operasional dan memastikan
peningkatan pelayanan kesehatan. Pemantauan
dan  pengukuran yang rutin  dilakukan
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memungkinkan manajemen untuk
memprediksi  hasil jangka panjang dan
mengurangi risiko operasional yang dapat
mengancam  stabilitas  layanan.  Secara
keseluruhan, dengan mematuhi kriteria
indikator yang ditetapkan dalam PER-
11/PB/2021 dan menjaga deviasi di bawah 0.2,
puskesmas-puskesmas  ini  menunjukkan
kematangan dalam manajemen keuangan dan
operasional. Hal ini menjadikan mereka masuk
ke dalam kategori Predictable, yang
mencerminkan stabilitas dan keandalan dalam
menyediakan layanan kepada masyarakat.
KETERBATASAN, KEKURANGAN DAN
KELEMAHAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang
memerlukan perbaikan dan pengembangan
lebih lanjut pada penelitian Dberikutnya.
Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini
adalah (1) Kelengkapan Data, bahwa
Penelitian ini menggunakan data bergantung
pada laporan internal dari Puskesmas yang bisa
juga memiliki bias atau kurang akurat. Data
yang kurang lengkap atau tidak konsisten dapat
mempengaruhi hasil penilaian maturitas. (2)
Metodologi Penelitian yang digunakan untuk
menilai  maturitas  mungkin  memiliki
keterbatasan dalam menangkap kompleksitas
penuh dari operasi dan manajemen Puskesmas.
Model analisis yang digunakan terbatas karena
melihat umur BLUD Puskesmas yang masih
relatif baru sehingga belum dapat dilakukan uji
hipotesis.

(3) Generalisasi Temuan , yaitu hasil dari
penelitian ini, yang fokus pada Puskesmas,
mungkin tidak dapat langsung diterapkan pada
organisasi lain di luar sektor kesehatan atau
pada organisasi dengan skala yang berbeda.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan  PER-11/PB/2021, jika
Deviasi POBO kurang dari 0.2dari target,
dengan tren indikator yang mengalami
peningkatan signifikan selama tiga tahun,
penilaian efisiensi dikategorikan sebagai
Predictable (level 4). Termasuk dalam kategori
ini adalah Puskesmas Bendan, Sokorejo,
Kusuma Bangsa, dan Pekalongan Selatan,
yang menunjukkan bahwa puskesmas tersebut
memiliki proses utama yang jelas, mampu

mengontrol dan memantau proses agar berjalan
sesuai jadwal, dapat memprediksi layanan dan
kualitasnya, memantau dan mengukur proses
secara teratur dengan indikator tertentu.

Dalam hal likuiditas, Puskesmas Sokorejo,
Kusuma Bangsa, dan Pekalongan Selatan berada
pada tahap awal initial (level 1). Mereka memiliki
rasio lancar deviasi lebih dari 0.6 dari target, dan
tren menurun selama tiga tahun, yang
menunjukkan bahwa prosesnya tidak terstruktur
dan spontan.

Selain itu, penilaian efektivitas menunjukkan
bahwa keempat puskesmas berada di level awal
(level 1) karena deviasi imbalan atas aset dan
ekuitas lebih dari 0.6 dari target. Ini menunjukkan
bahwa mereka masih di tahap awal, dengan
aktivitas yang tidak teratur dan dokumentasi yang
kurang.

Sebaliknya, penilaian kemandirian keempat
puskesmas termasuk dalam kategori Predictable
(level 4), yang menunjukkan bahwa proses —
proses tersebut telah tercatat, dipantau, dan
diawasi, sehingga memungkinkan prediksi yang
konsisten tentang kualitas juga hasilnya.

Singkatnya, puskesmas dengan Pola
Pengelolaan Keuangan(PPK) BLUD mandiri
telah menunjukkan tingkat kematangan yang
tinggi dengan proses yang terorganisir dan dapat
diandalkan, meskipun efektivitas dan likuiditas
masih sangat baru. Hal tersebut berdampak pada
pelayanan kesehatan menjadi lebih optimal karena
pengelolaan keuangan yang fleksibel
memungkinkan peningkatan kualitas layanan dan
ketersediaan  fasilitas  kesehatan  ataupun
penyediaan obat dan peralatan medis lebih cepat
tanpa hambatan birokrasi. Hal tersebut juga
berpengaruh pada efisiensi dan kemandirian
finansial karena Puskesmas dapat mengatur
pendapatan dan pengeluaran secara mandiri
sehingga meningkatkan efektivitas operasional
dan mengurangi ketergantungan penuh pada
anggaran pemerintah. Dampak juga dapat dilihat
pada  peningkatan profesionalisme dan
akuntabilitas karena adanya tata kelola yang lebih
transparan  dan  sistematis  meningkatkan
kepercayaan masyarakat juga SDM kesehatan
lebih termotivasi dengan sistem insentif yang
lebih fleksibel. Dalam hal pengembangan inovasi,
Puskesmas lebih adaptif dalam mengembangkan
layanan berbasis kebutuhan masyarakat sehingga
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memiliki peluang lebih besar untuk bekerja
sama dengan pihak eksternal (swasta, asuransi,
komunitas) dalam pengembangan program
kesehatan.
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